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Abstrak  

Indonesia memiliki adat yang beragam, salah satunya adalah suku Minangkabau. Banyak masyarakat suku minang 
pergi merantau ke kota-kota besar yang bertujuan untuk merubah nasib. Adat Masyarakat suku Minangkabau 
diatur menurut tertib hukum ibu (matrilineal). Seiring berjalannya waktu adat tersebut mengalami pergeseran 
terutama dalam hal pembagian harta warisan khususnya masyarakat Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang merantau 
atau meninggalkan kampung halamannya ke Kota Matsum II yang mana masyarakatnya memiliki penduduk 80% 
di huni oleh masyarakat suku minang. Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengetahui apa yang 
menjadi penyebab adanya pergeseran adat tersebut terjadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara 
datang langsung kelapangan dan melakukan wawancara dengan mengambil sempel berjumlah 10 orang, sampel 
tersebut dipilih secara acak dengan kriteria masyarakat yang bersuku Minangkabau.  Berdasarkan hasil penelitian 
penulis yang dilakukan di Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area sejatinya 90 % tidak lagi 
menggunakan sistem waris adat dalam pembagian harta warisan. Adapun faktor penyebab terjadinya perubahan 
sistem pembagian harta warisan tersebut adalah dikarenakan perpindahan masyarakat suku Minangkabau yang 
memiliki harta berdasarkan hasil pencaharian bersama suami dan istri selama di perantauan sehingga masyarakat 
suku minangkabau lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam. 
Kata Kunci: Harta Warisan; Hukum Adat; Minangkabau. 

Abstract  
Indonesia has diverse customs, one of which is the Minangkabau tribe. Many Minang tribes go abroad to big cities 
that aim to change their destiny. The custom of the Minangkabau tribe is regulated according to the mother law 
(matrilineal). Over time the adat experienced a shift, especially in terms of the distribution of inheritance, especially 
the people of Bukittinggi, West Sumatra, who migrated or left their hometowns to Matsum II City, where the 
community had 80% inhabitants inhabited by the Minang tribe community. This raises the interest of writers to find 
out what is the cause of the shift in customs occur. The research method used is to come directly to the field and 
conduct interviews by taking a sample of 10 people, the sample was randomly selected by the criteria of the people 
who have Minangkabau ethnicity. Based on the results of the author's research conducted in the City of Matsum II, 
Medan Area District, 90% actually no longer use the customary inheritance system in the distribution of inheritance. 
The factors causing changes in the inheritance distribution system is due to the migration of the Minangkabau tribe 
community who have assets based on the results of the livelihood with their husband and wife while they are overseas 
so that the Minangkabau tribal people prefer the distribution of inheritance based on Islamic law. 
Keywords: Inheritance; Customary Law; Minangkabau. 
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PENDAHULUAN 

Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir 

dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Keberagaman ini 

umumnya disebut juga dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat 

nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat terus berkembang 

mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan negara termasuk masyarakat 

internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Kehadiran negara 

semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena negara dengan kewenangannya dalam 

mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum. Hukum inilah yang lazim disebut 

dengan hukum negara. Pada waktu bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat 

juga berlaku sistem hukum selain hukum negara yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun 

melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini, yaitu hukum 

agama sampai dengan hukum negara. (Sri Hajati dkk, 2018).  

Indonesia memiliki adat yang beragam, di setiap keragaman adat yang dimiliki maka 

berbeda pula hukum adat yang berlaku di dalamnya, baik itu dalam segi hukum perkawinan dan 

juga hukum dalam pembagian warisan. Salah satu suku yang sangat memegang teguh hukum 

adatnya adalah suku Minangkabau. (Desriyana & Hasibuan, 2017; Harahap dkk, 2019).  

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai 

masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu (matrilineal), mulai dari lingkungan hidup 

yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “nagari” 

sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang 

mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu 

dalam nagari masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut 

tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat. 

(Chairul Anwar, 1997). 

Bagi masyarakat Minangkabau, adat lebih luas dan mendalam artinya dari aturan sosial 

biasa. Adat menjadi pertanda kelahiran peradaban yang diwariskan turun-temurun dari Datuk 

Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Setelah Islam berkembang secara damai, 

pengaruh agama Hindu Budha sebelumnya menjadi tertutup, karena Islam diterima secara 

menyeluruh oleh masyarakat. (Hikmah dkk, 2019; Munthe dkk, 2020). Karena itu adat 

Minangkabau identik dengan Islam. Lain dengan Sumatera Barat yang telah berbaur dengan etnis 

lain, istilah ini tidak dikenal karena ada penduduk etnis lain yang bukan beragama Islam 

(Yaswirman, 2007).  

Pada masyarakat Minangkabau (yang menganut sistem matrilineal), terdapat harta yang 

tidak dapat dibagi-bagi, oleh karena yang menguasai warisan adalah seluruh anggota keluarga 

(anak-anak kandungnya) dan seluruh kerabat menurut garis keturunan perempuan 

(matrilineal). Harta yang tak terbagi-bagi itu adalah: (P.N.H. Simanjuntak, 2018). 

1. Harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi. 

Pengurusannya dikuasi oleh kepala kesatuan kerabat yang terbesar yang disebut penghulu 

andiko (di dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris). 

2. Harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi. Kadang-kadang, harta ini 

disebut juga dengan harta sako (harta pusaka angkatan pertama). 

3. Harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Harta ini merupakan 

warisan yang bulat dan tak dapat dibagi-bagi di antara orang-orang yang berhak sebagai ahli 

waris. 
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Namun seiring berjalannya waktu, pergeseran atas pembagian harta warisan mulai terlihat 

terutama bagi masyarakat suku Minangkabau khususnya masyarakat Bukittinggi, Sumatera 

Barat yang merantau atau meninggalkan kampung halamannya ke Kota Matsum. 

Kota Maksum merupakan kota lama tempat Sultan Deli beserta keluarga dan kerabatnya 

tinggal. Sebelum menjadi sebuah pemukiman, pusat pemerintahan Kesultanan Deli berada di 

Labuhan. Setidaknya ada dua alasan mengapa Sultan Makmun Al Rasyid memutuskan untuk 

memindahkan ibukota kesultanan Deli ke Medan. Alasan utama mengapa perpindahan ini terjadi 

adalah karena alasan geografis Labuhan yang merupakan dataran rendah sehingga rawan 

terkena banjir di musim hujan. Sama seperti Kesultanan Langkat yang juga memindahkan pusat 

pemerintahannya dari Tanjung Pura ke Stabat karena alasan serupa. (Yushar, Puteri Hijau Vol. 4. 

No. 1. 2019). 

Orang Minangkabau sendiri berpindah ke Kota Maksum dari tahun 1920-an dengan 

menyewa rumah dari orang-orang suku Melayu dan Mandailing karena saat itu Sultan tidak 

mengizinkan mereka menjual rumahnya kepada kelompok etnik lain, terutama Cina dan Toba. 

Aktivitas sosial berjalan dalam irama yang statis karena kawasan ini relatif homogen dalam 

pemaknaan hanya menampilkan suasana Melayu dengan kiblat kegiatan adalah istana yang 

kadang kala diselingi oleh keikutsertaan para penguasa kolonial sebagai mitra kesultanan. 

Setelah revolusi sosial, orang Minangkabau mulai membeli rumah dan tanah dari orang-orang 

Melayu yang bermukim di kawasan ini kebanyakan adalah keluarga dan keturunan bangsawan. 

Orang Melayu menguasai tanah yang luas dan memiliki harta dalam bentuk rumah. Satu persatu 

harta milik mereka para bangsawan di lepas dengan jalan jual beli kepada masyarakat pendatang 

yang umumnya adalah orang Minangkabau dengan penghidupan berdagang. (Saragih dkk, 2019; 

Sitompul & Siregar, 2014).  

Saat ini, Kota Maksum lebih dikenal dengan nama Kota Matsum dan kawasannya telah 

dibagi menjadi empat bagian. Tidak ada yang tahu pasti mengapa sebutannya berubah. Matsum 

tidak memiliki arti, oleh karena itu sepertinya nama tersebut berubah karena kesalahan 

pengucapan saja. (Ahmad fakhri Hutauruk & Dwi Rizky Adelina, Jurnal Crikserta, Volume 5, 

Nomor 10, Agustus 2016). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dan 
normatif. Penelitian hukum empiris adalah istilah lain yang digunakan untuk penelitian 
hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. (Bambang Waluyo, 

1996).  Pengelolahan dan analisis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder 
saja, yang terdiri dari hasil wawancara dengan narasumber dan menggunaka sampel 
berupa pengisian kuisioner terhadap beberapa responden serta bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara 
tepat mengenai peraturan yang akan diterapkan oleh orang-orang Minang yang 
berdomisili di Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dalam hal pewarisan 
dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang keadaan fokus 
peneliti. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif di 
sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan 
satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan, atau pola-pola yang dianalisis gejala-
gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang 
bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola 
tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif. (Burhan Ashshofa, 2001). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum 
Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang merupakan ketua STM Ikatan 

Keluarga Bayur (IKB) Medan mengemukakan bahwa sistem waris adat Minangkabau itu terbagi 

atas 2 (dua) yaitu sistem waris berdasarkan harta pusaka tinggi dan harta pencaharian bersama. 

Harta pusaka tinggi merupakan  harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang di kampung 

halaman yang tidak bisa diperjualbelikan dan yang berhak hanya anak perempuan saja, apabila 

terdesak maka harta tersebut hanya bisa digadaikan, sedangkan harta pencaharian bersama 

merupakan harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. 

(Wawancara dengan Zulkifli Piliang, Ketua STM Ikatan Keluarga Bayur (IKB), Keluraha Kota 

Matsum II, Kecamatan Medan Area, Medan, tanggal 26 Januari 2020).  

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa, adapun sistem pembagian warisan yang 

dilakukan di Kota Matsum menggunakan sistem waris Islam namun dalam pelaksanaannya 

masyarakat cenderung membagi warisan atas dasar kesepakatan bersama dimana pembagian 

warisan tersebut dibagi secara merata kepada setiap ahli waris, hal tesebut selaras dengan 

jawaban yang dipilih oleh responden bahwa dari 10 responden lebih banyak memilih 

membagikan harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam namun sebagian memilih 

bahwa pembagian harta warisan juga tak dilakukan dengan kesepakatan bersama dengan para 

ahli waris dengan cara musyarah. 

Tatacara Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Minangkabu di Kota Matsum II Medan. 

No Sistem Pembagian Harta Waris Jumlah  Persen 

1 Berdasarkan Ketentuan Islam 7 70% 

2 Berdasarkan Ketentuan Adat Minangkabau 1 10% 

3 Berdasarkan Musyawarah 2 20% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber data: Primer 

Tabel diatas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan 

pengisian kuisioner yang dilakukan di Kota Matsum II, ditemukan terdapat 70% masyarakat 

lebih memilih menggunakan sistem pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentu 

hukum islam, 20% berdasarkan dengan cara musyawarah dan menyusul 10% berdasarkan 

ketentuan adat Minangkabau. Hal ini menjelaskan bahwa alasan responden menggunakan sistem 

waris islam karena sebagain dari mereka mengatakan bahwa pembagian harta warisan lebih 

baik menggunakan sistem waris yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadist. Sedangkan bagi 

responden yang memilih pembagian warisan dengan cara musyawarah karena pembagaian 

warisan dibagi secara merata kepada ahli waris agar tidak ada pertengkaran di kemudian hari, 

sedangkan responden yang memilih berdasarkan adat istiadat Minangkabau karena keluarga 

responden tersebut masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlakuk di dalam keluarga 

mereka. 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat 
Adat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum II, 

Kecamatan Medan Area, dalam hal pembagian harta warisan tidak lagi menggunakan sistem 

waris adat Minangkabau dikarenakan perpindahan masyarakat suku Minangkabau yang 

memiliki harta berdasarkan hasil pencaharian bersama suami dan istri selama di perantauan 

sehingga masyarakat suku minangkabau lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan 

ketentuan hukum Islam. Namun masyarakat suku Minangkabau masih memegang prinsip agar 

tetap menjaga silaturahmi dalam adat istiadat agar hubungan kekeluargaan masyarakat minang 

tersebut masih terjalin dengan baik, dengan cara membuat perkumpulan-perkumpulan seperti 
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pengajian, arisan dan perkumpulan lainnya yang bertujuan untuk menyatukan keluarga minang 

di perantauan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber menjelaskan bahwa masyarakat 

suku minang yang tinggal di perantauan tidak memakai sistem waris minang, adapun faktor 

penyebab terjadinya perubahan pembagian harta warisan tersebut adalah: 

1. Harta warisan yang ditinggalkan merupakan hasil kerja keras kedua orang tua selama di 
perantauan yang mana harta tersebut akan dibagikan kepada ahli waris dan pembagiannya 
sesuai dengan hukum islam, 

2. Masyarakat sudah pindah ke kota lain dan tidak ada mengaitkan  pusaka tinggi dengan 
mata pencaharian hal ini dikarenakan masyarakat suku minang menganggap apapun yang 
di dapat oleh kedua orang tua merupakan harta pecaharian bersama dan seharusnya di 
bagikan kepada ahli waris yang berhak. 
Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber tersebut sama halnya dengan apa yang 

ditulis oleh responden bahwa faktor dari penyebab terjadinya perubahan sistem pembagian 

harta warisan tersebut adalah karena masyarakat sudah pindah ke kota Medan dan tidak 

menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Minangakabau yang 

menganut matrilineal, seperti pribahasa “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”.  

Bukan hanya itu, sebagian responden beranggapan bahwa sesuai dengan pepatah minang 

“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang artinya adalah adat bersendikan syarak, 

syarak bersendikan kitab Al-Qur’an. Hal ini mengungkapkan bahwa kitab suci Al-Qur’an 

merupakan diatas dari segalanya sehingga pembagian harta warisan tersebut harus sesuai 

dengan hukum Islam bukan hukum adat.  

 

SIMPULAN 

Pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat suku minangkabau di Kota Matsum II 

cenderung melakukan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, namun pembagian 

harta warisan tersebut juga tidak lepas dengan  jalan musyawarah. hal ini dikarenakan 

masyarakat suku Minangkabau merantau ke kota Medan dimana hukum yang berlaku dalam 

pembagian warisan tidak menggunakan sistem hukum adat Minangkabau. Adapun faktor yang 

menjadi penyebab terjadi perubaha pelaksanaan pembagian harta warisan  masyarakat suku 

Minangkabau di Kota Matsum adalah masyarakat menganggap bahwa apa yang didapat selama 

merantau merupakan hasih pencaharian kedua orang tua diperantauan sehingga harta tersebut 

harus di bagikan kepada setiap ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya berdasarkan 

ketentuan hukum Islam. Adapun dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, 

masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum lebih memilih untuk melakukan musyawarah 

untuk mencapai mufakat dan bagi para ahli waris yang sudah tidak memiliki orang tua dalam arti 

yatim piatu maka peran ninik mamak di perlukan agar para ahli waris di berikan nasihat supaya 

lebih memahami bagaimana pembagaian harta warisan yang di tinggalkan, namun apabila 

sengketa tersebut tidak dapat di selesaikan dengan cara musyawarah maka masyarakat memilih 

untuk membawa sengketa tersebut di selesaiakan melalui jalur hukum (pengadilan). 
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